SALINAN

PRCVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 19TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN

Menimbang

Mengingat

KESEHATAN KARIIPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

a. bahwa dalam rangka meningkatkarl mutu
pelayanan keschatan kepada masyarakal, perlu
penataan  penyelenggaraan  kesehatan  yang
berjenjang dan berkesinambungan;

b. bahwa untuk terwujudnya kesinambungan
pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan Pedoman
Pelaksanaan  Sistern Rujukan  Pelayanan
Kesehatan Kabupaten  Pringsewu  deogan
Peraturan Bupat;

1. Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negarm Republik
Indoncsia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43535},

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negarn {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tamnbahan
Lembaran Negara Republik [ndenesia Nomor
4400);




Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Dacrah {(Lembaran  Negara
Republilt Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) scbagaimana telah diubah
beberapekali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor ¢ Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S5674Y);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerntahsn Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tamhbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem .Jaminan Sosial Nasional ([Lemberan
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoresiz Nomor 4436},

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinst
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang
Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesiz Nomor S063);

Undang-Undang nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sisten Jaminan Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 150,
Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 4456},

10, Undang-Undang Nemor 24 ‘Tahun 2011 tentang

11.

Badan Penyclenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2011 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5256},

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tehun 2016
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
114);




Menetapkan

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Kesehaan Nomor 01 Tahun
2012 tcntang Sistem Rujukan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

Peraturan Menteri Kesehasn Nomor 71 Tahun
2013 tentang DPelayanan Keschatan pada
Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

Peraturan Menten Kesehatan Nomor 71 Taehun
2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alckasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan

Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara
Republik Indunesia Tahun 2016 Nomor 253);

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor
16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisast
dan Tats Kerja Dimas-Dinas Dasrah Kabupaten
Pringsewu  (Lembaran Daerah  Kalupaten
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 04;

Peraturan Dacrah Kabupaten Pringsewua Nomor
19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun  Angparan
2017{Lembaran Dacrah Kabupaten Pringsewu
Tamm 2017 Nomor 19);

Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 39 Tsahun
2017 Tentang.Pernjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daecrah Tabun Anggaran 2017
(Berita Daerah Kabupaten Pringsewnu Tahun
2017 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG  PEDOMAN
PENYELENGARAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN
KESEHATAN KABUPATEN PRINGSEWU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kebupaten Pringsewu.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta
Perangkat Daerah sebagal unsur penyelenggara
pemerintahan dacrah.




Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dasrah
Kabupaten Pringsewu.

Dinas adalah Dinas Keschatan Kabupaten
Pringsewi.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pringscwu.

RSUD adalah Kumah Sakit Daerah Kabupaten
Pringscwu.

Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan
tangpung jawab atas masalah keschatan
magyarakat dan kasus-lkasus penyakit yang
dilakukan secara tmbal balik secara vertikal
maupun horizontal meliputi sarena, rujukan
teknologi, ryukan tenaga ahli, rujukan
opcrasional, rajuken kasus, rujukan imu
pengetahuan dan ryjukan bahan pemenksaan
laboratorium(permetikes 922 /2008.

Sigten  Rujukan adalah swatu  sistem
penvelenggaraan pelayanan keschatan yang
melaksanakan pelimpahan tanggung jawab,
timbal balik terhadap suatu kasus penyakii atau
maealah kesehatan secara vertikal afan
horizontal, dalam artd dari wumt yang
berkemampuan kurang ke unit yang lebih
mampu.

Jaminan Keschatan Daerah yang selanjuinya
disingkat Jamkesda adalah upaya Pemerntah
Kabupaten/Kota dan Kabupaten di  Pringsewu
dalam rangka memberikan pelayanan keschatan
kepada masyarakat miskin di Kabupaten
Pringsewu yang sudah memilhilc kariu peserta
atau yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah, diluar peserta Jamitesmas.

10. Masyarakal meskin adalah masyarakat

11.

kurang/tidalk mammy  dari sisi sosial
ekonominysa yang secara administratif
merupakan warga Kabupaten Pringsewu
dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga
yvang sah dan rekomendasi Dinas Sosial.

Beadan Penyvelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
vang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan
Hukum Publik vang bertanggung jawsb
langsung kepada Presiden dan memiliki tugas
untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan
Nasional bapi seluruh rakyat Indonesia,
terutama untuk Pcpawai Negeri Sipil, Penerima
Penainin PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perinfis
Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan
Usaha lainnya ataupun rakyzt biasa.




172, Pegerta BPJS adalah mereka yang memiliki
kartu peserta Jaminan Kesehatan Daerah dan
hayi yang baru lahir dari peserta yang tercatat
dalam Xartu keluarga.

13.Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien
yang membutuhkan tindakan medis segera,

guna menyclamatkan nyawa dan pencegahan
Yecacatan lebih lanjut.

14. Puskesmas mampu PONED adalah Puskcsmas
dengsn tempat perawatan yang mampu
menangani pelayansn kegawatdaruratan medis
dasar pada persalinan dan bayt baru lahir.

15 Rumah Sakit mampu PONEK adalah Rumah
Sakit yang mampu menangani pelayanan
kegawatdaruratan persalinan dan bayi baru
lahir 24 jam secara paripurna.

16. Upaya rujukan pelayanan keschatan adalah
kegiatan Vang diselengaarakan geCara
berkesinambungsn. terpadu, dan paripurma
melalui sistem rujukan.

17. Rujukan upaya keschatan adalah pelimpahan
wewenang dan tanggungjawab secara timbal
balik baik horisonisl maupun vertikal terhadep
kasus penyakit atau masalah penyakit atau
permasalahan keschatan.

12. Rujukan upaya kesehatan perorengsn adalah
rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosa,
terapi dan tindakan medik berupa pengiriman
pasien, rujukan bahan pemeriksaan spcsirner
untuk pemerikeaan luboratorium dan rujuken
ilmu pengetahuan tentang penyakit.

19. Rujukan upaya kesehatan perseorangan adalah
rujukan kasus/spesimen vang disclenpgarakan
dengan pendekatan kewilayahan diutamakan
ditujukan untuk kemudahan akses masyarakel
techadap pelayanan medik dasar dan atau

spesialistik serta suhspesialistik yang bermutu.

20, Rujukan upaya keschatan masyarakat adalah
rujukan samna dan logistik, ranikan tenaga dan
rujukan operasional dalam upayan keschatan
masyarakat.

21. Penyelengparaan upaya kesehatan yang bermutu
adalah lkepiatan pelayanan kesehatan yang
dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan keschatan
dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif
sesupi dengan kewenangan medis disetiap
tingkatan,




22, Penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan
vang bermutu adalah kegiatan pelayanan
kesehatan vang dilaksanakan oleh tenapa
pelayanan keschatan pada fagilitas pelayanan
keschatan scsuai dengan standar  prosedur
operazional dan kewenangan medis.

23.Jenjang mujukan adslah tngkatan fasihitas
pelayanan kezehatan sesusi dengan
kemampuean pelayanan medis dan penunjang.

24 Wilayah cakupan miivckan (Wilavah Rujukan
Regional) adalah pengaturan wilayah
berdasarkan kemampuan fsilitas pelayanan
kesehatan vang terslukiur untuk mempermudah
akses masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan sesuai dengan  permasalahan

kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan
efisien.

BAR I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud ditetapkaniya Peraturan Bupati ini adalah
agar terwujud penyelenggaraan sistem rujukan
secara effektif dan efisien serta alur pasien sesuai
kebutuhen dan kewenangan medis melalui jalur
ryjukan, achingga dapat mengoptimalkan sumber
daya yang ada dalam upaya mcningkatkan kwalitae
pelayanan keaechatan.

Pasgl 2

Tujuan ditetapkannys Poraturan Bupati ini scbagai
panduan dalam penyelenggaraan sistem rujukan
pelayanan kesehatan, baik bagi petugas kesehatan
maupun masyarakat.

BAB HI
JENJANG RUJUKAN MEDIS /SPESIMEN
Pasal 3

{1). Pelayanan kesehatan yang bersumber dari
masyarakat meliputi:




a. Kader dan dukun bayi;

b. Posyandu,

c. Upaya Kesehatan Bersumber daya
Masyarakat (UKBM) lainnya.

(2). Fasilitas pelayanan kesehatan tingkal pertama

(3}

(4)

scbagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan tingkat
1 (PPK 1) meliputi:

praktik dokter umum;

praktik dokter gigi;

praktik bidan;

praktik perawai;

klinik pratama;

Klinik 1 lin:

Puskesmas dan jaringennya (Puskesmas
Pembantu, Puskesmas XKeliling, FPoskesdes
dan Polindes);

h. Puskesmas mampu PONED.

wheaoFR

Fasilitas pelayanan  keschatan — tingkat
kedua / spesialistik schagai Pelaksana Pelayanan
Kegehatan tingkset 2 (PPK 2) melipubi :

a, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD),

b. rumah sakit swasta;

¢. laboratorium klinis/keschalan Kabupaten

Pringsewu,;
d. laboratorium llinis/kesehatan swasta.

Fasilitas pelayanan Kesechatan tngkat ketiga
spesialis/sub spesialistik sebagai Pelaltsana
Pelayanan Keschatan tingkat 3 (PPK 3) meliputi:
a. Rumah Sakit Provinsi
1. Rumah Sakit Umum H. Abdoel Moeluic;
2. rummah sakit swasta tipe B lainnya.

b. Rumah Sakit Rujukan Tertingg (Top
Referal):
-  Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo

. RFumah Sakit Khusus Propinsi:
1. Rumah Saiit Jiwa Negeri Salkti;
2. rumah sakit khusus lainnya.
d. Rumah Sakit Khusus Pusat:
1. Rumah Sakit Jantung Harapan Kita;
2. Rumah Sakit Kanker Dharmais;
3. rumah sakit khusus lainnya.




(1)

{2

(3}

(4)

{G)

BAB IV
WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN

Pasal 4
Untuk memudahkan keterjangkauan
masyarekat pada pelayanan keschatan yang
bermutu Kabupaten Pringsew

mengembangkan Wilayah Calcupan Rujukan,

Wilayah cakupan rgjukan dapat ditentukan
berdasarkan :

a. target jumlah penduduk, menunat jarak dan
waktu tempuh;

b. fasilitas pelayanan kesehatan yang dibina,
seperti puskesmas, klinik pratama, praktek
swasla, mmah bersalin, Laboratorium
klinik /kesehatan, rumah sakit umum
Kabupaten Pringsewu, rumah sakit swasta,
rumah sakit provinsi serta rumah sakit
pusat/verticai;

¢. wilayah administratif Kabupaten Pringsewu

d. data kunjungan pasien dan dalam dan haar
wilayah Kabupaten Pringscwu.

Pemerintah Daerah Kabupaten Fringsewu
menentulkan Rumah Sakit yang ada di luar
Kabupaten Pringsewu menjadi rujukan tertings
sesuai dengan kebutuhan pelayanan medis
Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
mengembangkan Rumah Sakit Kabupaten
sebagai Rumah Sakit Rujukan dengan
klasifikasi Kelas A/B Pendidikan sebagai PPK 3.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
mengembangkan Rumah Sakit Rujukan
Wilayah sebagai Rumah Sakit Rujukan dengan
kiasifikasi Kelas A/B Peodidikan sebagai
jejaring PPK 3,

Pemerintah Dacrah Kabupaten Pringsewu
mengembangkan Rumah  Sakit Daersh
Kabupaten menjadi Rumah Sakit Rujukan bagi
sehuruh Rumah Sskit dan fasilitas pelayanan
keschatan dasar atau PPK 1 yang ada di
Kabupaten Pringsewn dengan Klasifikasi Kelas
B scbagai PPK 2 dengan Surat Keputusan
Bupati.




(7)

(8}

(9)

{1}

(2)

3)

(4)

(5)

Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
mengenmbangkan Rumah Sakit Pemeriniab
maupun Swasta Mampu PONEK dengan ratic
minimal 1 berbanding 500.000 penduduk.

Pemerintah Dmerah  Ksbupaten Pringsewu
mengembangkan Puskesmas menjadi
Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP)
minimal 10 Tempat Tidur, dan mampu PONED
minimal 1 {satu) perkecamatan schagai PPK 1
yvang menjadi pusat rujukan dan Puskesmas
dan fasilitas pelayanan kesehatan dasar {tingkat
pertamas) di wilayah Kecamatar.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
mengembangkan Puskesmas scbagai PPK 1
vang sesuai standar dan melayani persalinan
serta mempunvai Unit Gawat Darurat yang
berfungsi 24 jam.

BAB V
ALUR RUJUKAN
Pasal 5

Alur pertama pasien adalah pada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (PFK 1)
yang berada pada wilayah cakupen rujuken di
kecamatlan.

Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan
secara vertikal dan horizontal sesuai dengan
kemampuan dan kewenangan pelayanan

Alur njukan den tojukan balik dilaksanakan
pads fasilitas pelayanan keschatan dalam 1
{satu) wilayah cakupan rujukan berdasarkan
jenjang fasilitas pelayunan keschaten dimulai
dari PPK 1 ke PPK 2 dan seterusnya.

Alur rujukan bisa dilaksanakan tidak sesual
dengan pasal (2) dalam keadaan sebagni
berikut:

a. dalam keadaan kegawat darratan;

b. fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah
cakupan rujukan tidak mempunyai sarana f
tenaga vang sesuai dengan kebutuhan.

Fasilitas pelayanan Kkesehatan yang tdak

memenuhi ketentuan alur ruyjuksan dan wilayah

calkupan rujukan dapat diberiltan sanksdi sesuaj
ketentuan.



BAB VI
SYARAT RUJUKAN
Pasal 6

(1) Rujukan harus dibuat oleh petugas yang
mempunyai kompetensi dan wewenang untuk
merujuk, mengetahui kompetensi
gasaran/ tujuan rujukan dan mengetabui kondisi
gerta kebutuhan objek yang dirujuk.

(2} Rujukan dan rujukan balik mengacu pada
standar mijukan pelayanan medis Daerah

(3) Agar rujukan dapat diselenggarakan tepat dan
memadai, maka suatu rgjukan hendaknya
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. adanya unit yang mempunyai tanggungjawab
dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang
menerima rujukean;

b. adanya tenaga kesehatan yang kompeten dan
mempunyai kewenangan melakeanalkan
pelavanan medis dan rujukan medis yang
dibutuhkan:

¢. adanya pencatatan/kartu/dokumen tertentu
berupa :

1. formulir rujukan dan rujukan balik sesuai
contoch;

2. kartu BPJS, KIS dan/atau kartu Assuranst
lainnya;

3. pencatatan dan dokumen hasil
pemeriksaan penunjang.

d. adenya pengertian timbal balik antora

- r

pengirim den penerima ruijukan:

e. adanya pengertian petugas tentang sistem
rujukan;

f. rujukan dapat bersifat horizontal dan vertikal,
dengan prinsip mengiim ke arah fasilitas
pelayanan keschatan yang lebih mampu dan
lengkap.

([4) Untuk menjamin keadasn umum pasien agar
tetap dalam kondisi stabil =zelama perjalanan
menui ketempat rujukan, maka :

a. sarana transportasi yang digunakan harus
dilengkapi alat resusitasi, cairan infus,
oksigen dan dapat menjamin pasien sampai
ke tempat rujukan lepat wadcha;




b. pasien didampingi oleh tenaga keschatan

c!'

yang mahir tindakan kegawat daruralzn;

sarana transportesi/petugas kesehatan
pendamping memiliki sistemn komunikasi.

(5] Rujukan pasien/specimen ke fusilitas pelayanan
kesehatan yang lebih tinggi dan atan lengkap
hanya dapat dilakukan apabila :

A.

b.

hasil pemeriksaan medis, sudah terindikasi
bahwa keadaan pasien tidek dapat diatasi;
pasien memerlukan  pelayanan — medis
spesialis dan atau subspesialis yang tdak
tersedia di fasilitas pelayanan semuia;

pasicn memerlukan pelayanan permunjang
medis yang lebih lengkap yang tidak tersedia

di fasilitas pelayanan semula;

. pasien atau keluarganys menyadari bahwa

ryjukan dilaksanakan karena alasan medis;

rujulcan dilaksanakan ke fasilitas pelayanan
kesehatan terdekat yang diketahui
mempunyai tenaga dan sarana  yYang
dibutuhkan menurut kebutuhan medis atau
penunjang medis sesuai dengan rTujukan
kewilayahean;

rujukan tanpa alasan medis dapat dilakukan
apabila suatu rumah sakit kelebihan pasien
(ixznlah tempat tidur tidak mencukupi);
rujukan sebagaimana dimaksad bhuruf f
dimmjuk ke rumsh sakit ydny sctara atauw
sesual dengan jaringan pelayanannya;
khusus uniuk pasicn Jamkesda den
pemegatg  Assuransi  Keschatan lainnya.,
harus =zda kejelasan tentang pembiayaan
rujukan dan pembiayaan di Fasilites
Pelayanan Keschaian Tujuan Rujukarn;
khusus untuk pasien Jamkesda hanya dapat
dirujuk ke rumah sakit yang sctarn yaitu ke
PPK1 atau PPK 2 lainnya yeng mengadakan
kerjasama  dengan  Dinas  Kesehatan
Kabupaten Pringsew.

(6} Fasilitas Pelayanan Keschatan/tenaga keschaten
dilarzng meryjuk dan menentukan tujuan
rujukan atas dasar kompensasi/imbalan dari
Fasilitas Pelayanan Kesehatan.




BAB VII
KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 7

Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penginim

Rujukan :

a. memberi penjelasan kepada pasien atan
keluarganya bahwa karena alasan medis pasien
harus dirujuk, atau karena ketiadaan tempat
tidur pasien harus dirujulk;

b. melaksanakan Lkonfirmasi dan memastikan
kesiapan Fasilitas Pelayanan Keschatan yang
dituju sebelum merujuk;

c. membuat surat rujukan dengan melampirkan
hasil diagnosis pasien dan resume catatan
mectis;

d. mencatat pada register dan membuat laporan
rujukan;

e. sebelum dikirim, keadaan umum pasien sudah
distabilkan lebih dahulu dan stabilitas pasien
dipertahankan selama dalam perjalanan;

f. pasien harus didampingi oleh tenaga keschatan
yang mengetahui keadaan umum pasien dan
mampu menjaga stabilitas pasien sampal pasien
tiba di tempul rujukan;

g. tenagr kesehatan yang mendampingi pesien
menyerahkan surat rajukan kepada pihak yang
berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan (PPK
2 dan PPK 3) tempat rujukan;

h. surat ryjukan pertams haras darli iasilitas
pelayanan keschaten dasar (PPK 1} kecuah
dalam keadaan darurat;

i, ketentusn-ketentuan yang ada pada Pesera

BRJS, KIS, Jamkcsda dan SKTM dan badan
penjamin keseshatan lainnya tetap berlaku.

Pasal 8

Kewajiban sarana pelayanan keschatan yang

menerima rujukan :

a. imencrima surat rujukan dan mcombuat tanda
terime pasien;

b. mencatat kasus rujukan dan membuat laporan
penerimaan rujukan;




¢. membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan
medis yang diperlukan, serta melaksanakan
pcrawetan;

d. melaksanaksn catatan medik scsuai dengan
ketentuan;

¢. memberikan informasi medis kepada sarana
pelayanan pengirim rujukan;

f membuat surat rujukan ke sarana pelavanan
kesechatan yang lebih tinggl, apabila kondisi
pasien tidak dapat diatasi, dan mengirim
rembusannya kepads sarana pclayanan
kesehatan pengirim pertama;

g. membuat rujukan balik ke FPK 2 atau PFK 1
untuk menindaklanjuti perawatan selanjumya
vang tidak memerlukan pelayanan medis
spesialistik atau subspesiabstik sewlah kondisi
pasien stabil

BAB VIII
PENANGGUNGJAWAB SISTEM RUJUKAN

Pasal 9

(1) Pemerintah  Dacrah  Kabupaten  Pringsewu
bertanggungjawah terhadap tersedianya
infrastruktur yang menunjang dapat
rerselenggaranya sistern rujukan secara bermuti
dan sesuai standar di Kabupaten.

(2)Kepala Dinas Kesehatan adalah penanggung
jawab sistem rujukan pelayanan
kesashatan di Kahupaten Pringzsew:

(3} Direktur RSUD Xabupaten Pringsewu adalah
koordinator pelayanan sistem nijukan
Kabupaten /Kota;

{4} Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme
koordinasi pelayanan  sistem rujukan diatur
dengan Keputusan Kepala Dinas Keschatan
Kabupaten Pringsewu.




BABIX
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu harus
menjamin ketepatan rujukan dengan
mengembangkan sistem informasi ryukan yang
bersifat dinamis dan online serte terpedia di
semua fasilitas pelayanan kesehatan, yang
memuat informasi tentang -

a. jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan
kesehatan;

b.jenis dan kemampuan tenaga medis yang
tersedia pada saat tersebut;

c. jeberadaan tempat tidur yang kosong di
semua Kelas.

(2] Fasilitas pelayanan keschatan wajib mengakses
sistem  informasi majukan untuk mengetahui
kondisi fasilitas pelayanan kesshatan yang akan

(3) Pemerintah Kabupaten Pringsewu berkewajiban
untuk  mengkomunikasikan sistem  rujukan
pelayanan  kesehatan kepada  masyarakat
mclalui berbagai media,

{4) Inshilusi Pendidikan Tenaga Keschatan
pemerintah dan  swasta wajib  untuk
mengkomunikasikan sistem rujukan pelayanan
keschatan ini kepada seluruh peserta didiknya
dan menyebariuaskan pada masyarakat pads
kegiaton pengabdian masyarakat.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 11

[1) Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
menentukan tard regional baya pelayanan
keschatan yang discsuaikan dengan kondisi
ekonomi masyarakat dan harga setempat
sumber daya kesehatan dengan Peraturan
Daerah /Peraturan Bupati dan Keputusan
Bupati.

[2} Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
menetapkan jasa pelayanan sesuai dengan
jenjang fasilitas pelayanan kesehatan, jenis
pelayanan, kompetensi dan kewenangan tenaga
kesehatan [medis dan non medis} dengan Surat
Keputusan Pringscwu.




|3) Biaya transportasi nijukan merupakan bagian
dari jasa pelayanan yang menjadi i{anggung
jawab pihak penjamin (BPJS, KIS dan Asurunsi
lainniya}.

(4) Bagi pasien korban kecelaksan lalulintas, biaya
ryjukan ditanggung ecleh PT Asuransi Jasa
Raharja sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENAGAAN
Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewn
berkewajiban untuk mengupayakan ketersedian
tenaga kesehatan di wilayah Pringsew.

(2) Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
mengupayakan keberadaan tenaga medis di
Puskesmas dan Rumah Sakit dengon
mengnptimalkan pendaysgunaan dokter
intermsip yang ditempatkan di wilayah
Kabupaten Pringsewt.

(3) Perguruan Tinggi harus meningkatkan mutu
dan jumlah tenaga kesehatan dan mengadakan
perlakuan khusus bagi putra daemmh untuk
mendapatkan kesempatan pendidikan
kesehatan.

(4) Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten dan Rumah
Sakit Rujukan Wilayah menjadi jejaring
pendidikan subspesialidk dan di jadwalkan
untuk kunjungan subspesialistik sesuai dengan
kondisi sarana prasarana Rumah Salat.

(5) Rumsh Sakit Daerah Kabupaten Pringsewu
menjadi jejaring pendidikan spesialis dan di
jadwalkan untuk kunjungan spesialis dan ataua
subspesialisik sesuai dengan kondizl sarana
prasarana Rumah Saleit.




BAB XII
PEMEINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

{1] Dinas Kesehatan  Kabupaten Pringsewi:
beketjasama dengan Assosiasi Rumah Sakit
dan Organisasi Profesi melaksanakan
pembinaan dan pengawasan kepada seluruh
parana  pelayanan  kesshaten  bersumber
masyarakat, pelayanan Lkeschatan tngkat
pertamna, pelayanan kesehatan tingkat kedua

(2] RSUD Kebupaten scbagai  koordinator
pembinaan  teknis medis  melaksanakan
pembingan sistem rujukan kepada rumah sakit
swasta dan Puskesmas.

{3 Puskesmas melaksanakan pembinaan kepada
sarana pelayanan keschatan tingkat pertama
dan sarana pelayanan keschatan bersumber
masyarakat di wilayah kerjarya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan
diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BADB XII!
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 14

Dinas Keschatan Kahbupaten Pringsewl
melaksanakan monitoring terhadap
penyelenggarasn  sistern  rujukan  pelayanan
kesehatan, mulai dari fagilitas pelayanan kesehatan
tingkat pertama, fasilitas pelayanan keschatan
tingkat kedua sempai dengan fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat ketiga

Pasal 15

Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu
melaksanakan evaluasi terhadap teknis operasional
sistem rujukan, mutu pelayanan dan pelaksanaan
pembiayaan sistem rujukean, termasul pencatnton
dan pelaporanmya.




BAB XIV

PENUTUP

Pasal 16
Peraturan Bupseti ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mcnmrmtahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini  dengan
pencmpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Pringsewu.
Ditctapkan di Pringsewu
pada tanggal 17 wnwt 201
PENJABAT BUPAT! PRINGSEWL,
dto
YUDA SETIAWAN
Diurrdangkan di Pringsewu

pada tanggal &3 morel 209
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM
BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR i

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupgten Pringsewu,
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